BABIV
ANALISIS PENETAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN MELALUI INFORMASI ELEKTRONIK

A. Menurut Hukum Positif

Pada masa globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi
sudah semakin maju. Kebutuhan akan informasi sudah menjadi hal yang
wajib bagi masyarakat pada saat ini. Mudahnya mengakses dan
mendistribusikan informasi elektronik dengan memanfaatkan internet,
menyebabkan muncul permasalahan baru. Bagaikan pisau bermata dua, disisi
lain teknologi memberikan manfaat yang baik bagi kesejahteraan
masyarakat, dan disisi negatif teknologi juga dapat merusak tatanan
kehidupan bermasyarakat.

Negara perlu meregulasi hukum yang tergolong baru ini, sehingga
masyarakat merasa telah dilindungi haknya, dan masyarakat lebih berhati-
hati lagi dalam memanfaatkan teknologi internet jangan sampai melanggar
hak orang lain.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah
disahkan pada tahun 2008 tersebut memiliki 13 Bab dan 54 Pasal yang telah
mengatur bidang informasi teknologi terutama dalam ruang lingkup dunia
maya (cyber). Meskipun sudah ada aturan yang membahas tentang data

elektronik atau hukum dunia maya (cyber law), di Indonesia persoalan tindak
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pidana pemerasan dan ancaman dengan memanfaatkan internet masih
kurang jelas dalam aturan perundang-undangan yang telah ada. Penerapan
hukum yang masih lemah atau prematur untuk ditetapkannya tindak pidana
tersebut. Akan tetapi tindak pidana yang telah dilakukan harus tetap
ditindak lanjuti atau diproses secara hukum yang ada dikarenakan perbuatan
tindak pidana tersebut telah merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, kita
dapat menerapkan perangkat hukum yang sudah dilegalkan oleh negara kita
untuk memproses tindak pidana pemerasan tersebut.

Cybercrime sebagai masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan seperti
tindak pidana yang lainnya. Dikarenakan cybercrime merupakan tindak
pidana yang dilakukan secara virfual (maya) bukan secara real/ (nyata).
Sehingga dapat dikatakan, ketika kejahatan cyber ini terjadi, maka dalam
menangani kasus ini juga berbeda dengan kejahatan konvesional yang ada
pada masyarakat pada umumnya.

Perbedaan utama antara interaksi di dunia nyata (realphysial world) dan
dunia maya (cyeberspace) hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka
seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi
kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data,
melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi
dan/atau dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif

yang sangat ektrim dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu perlu adanya
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aturan yang meregulasi agar ada batasan-batasan yang dilakukan negara
untuk melindungi masyarakatnya, tanpa harus memasung atau
membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, melaiankan untuk
memberikan jaminan kepada orang lain untuk menikmati kebebasan dirinya
dari ancaman serangan terhadap kehormatan dirinya, keluarganya serta
perendahan harkat dan martabat kemanusiaan yang dapat menyebabkan
dirinya tidak dapat hidup secara layak.

Perlu adanya revisi tidak hanya berupa pengurangan atau penambahan
materi dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, agar materi dalam
Undang-Undang tersebut lebih berbobot dan tidak menjadi pasal karet.

Pada awal mulanya berbagai kasus yang berkaitan dengan cyber crime di
Indonesia dalam hal ini tindak pidana pemerasan dan ancaman dengan
menggunakan internet, kasus ini masih dirasa sulit untuk ditangani oleh
Indonesia. Sebagai suatu negara yang berkembang dan baru dalam memasuki
dunia cyber, pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan
dengan cyber crime masih dirasa kurang. Menurut hemat penulis,
kekurangan pada pengusutan kasus tersebut dalam berbagai hal, yang antara
lain seperti:

1. Profesionalisme aparat penegak hukum baik kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan yang ada di Indonesia yang masih
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kurang dan memprihatinkan. Semua rakyat Indonesia sudah tahu
dan bukan rahasia umum lagi, pasalnya masih terjadinya praktik
negoisasi aparat penegak hukum dengan jual beli perkara dalam

kejahatan yang diancam lebih dari satu ketentuan pidana.

2. Kurang adanya kriminalisasi terhadap tindak pidana yang
berkaitan dengan cyber crime dalam hal ini penerapan peraturan

perundang-undangan yang ada di Indonesia.

3. Sulitnya melakukan pembuktian terhadap kejahatan-kejahatan
yang berhubungan dengan cyber crime di Indonesia. Sebab sistem
pembuktian dalam KUHAP khususnya pasal 184 belum mengenal
istilah pembuktian elektronik (digital evidence) sebagai bukti
yang sah menurut undang-undang. Meskipun terjadi tindak
pidana yang berhubungan dengan cyber, maka kejahatan tersebut
tidak dapat diproses karena dianggap tidak adanya bukti

walaupun sebetulnya ada alat bukti berupa bukti elektronik.

4. Tidak adanya kepastian hukum yang jelas tentang regulasi
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan cyber di Indonesia, baik
dalam melindungi masyarakat dalam proses transaksi elektronik.

Kaitan dengan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman yang
memanfaatkan internet, maka diatur dalam UU ITE pada pasal 27 (4) UU

ITE:” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
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menstransmisikan dar/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dar/atau
pengancamarn’.

Dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut,
maka pelaku dikenakan sanksi hukaman dalam pasal 45 ayat (1) UU
ITE:.”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)’.

Pada penerapan pasal 27 (4) Jo pasal 45 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang tindak pidana
mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman.

Dalam contoh kasus ini, modus kejahatannya tersangka mengitimidasi
korban dengan kicauan fitnahnya diakun xxxx yang merupakan salah satu
akun twiter. Kemudian, tersangka menjadikannya sebagai bahan berita dan
diterbitkan di media onfline xxxx.com. Selanjutnya, /ink URL berita itu
dikirim ke korban. Tersangka akan menghentikan berita tersebut apabila
korban memberi sejumlah uang kepada korban. Karena aksi tersangka,

korban mengalami kerugian 100 juta.
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Dari contoh yang diuraikan diatas pelaku kejahatan dapat diancamam
dengan pasal 27 (4) Jopasal 45 (1) UU ITE No.11 Tahun 2008.

Dalam sistem penyidikan tindak pidana ITE, apabila hukum pidana
khusus diberi batasan hukum diluar KUHP yang diatur dalam UU Hukum
Pidana Khusus. Undang-undang pidana khusus harus diberi batasan UU yang
mengatur khusus hukum pidana materiil yang sekaligus mengatur pula
hukumformilnya (hukum acara pidana).

Asas berlakunya hukum pidana kodjfikasi, ialah hukum pidana kodifikasi
yang belaku untuk semua hukum baik yang ada di dalam maupun diluar
kodifikasi, kecuali ditentukan dan diatur secara khusus diluar kodifikast.

Begitu pula dalam penyidikan tindak pidana di bidang ITE, selain berlaku
seluruh ketentuan yang berkaitan dengan KUHAP. Disamping itu berluka
pula hukum acara pidana tentang penyidikan yang diatur secara khusus
dalam Bab X UU ITE. Berdasarkan asas Lex specialis derogat legi generali,
maka aturan hal khusus itulah yang diberlakukan.

Dalam hal penyidikan tindak pidana pemerasan yang memanfaatkan
internet, selain berlaku seluruh ketentuan mengenai penyidikan dalam
kodifikasi hukum acara (Bab IV Bagian Kesatu dan Kedua KUHAP)
berlaku pula ketentuan khusus tentang penyidikan dalam Bab X Pasal ITE.
Dalam tiga pasal tersebut mengatur tentang dua hal yang bersifat khusus,

yaitu :
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1. Pertama, tentang penyidikan dan hak atau kewenangannya serta
prosedur yang harus dipenuhi dalam hal melaksanakan

kewenangan melakukan penyidikan tersebut (Pasal 43);

2. Kedua, tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam hal
penyidikan, penututan dan dalm sidang pengadilan perkara tindak
pidana ITE (Pasal 44).

Sementara dalam KUHAP masalah yang banyak muncul berkaitan
dengan bermunculannya jenis dan bentuk kejahatan baru di bidang teknologi
informasi adalah limitasi alat-alat bukti (Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP),
dimana tulisan/gambar dalam disket atau dengan menggunakan kecanggihan
teknologi informasi tidak dapat kategorikan sebagai alat bukti surat,
demikian pada output dari komputer berupa tulisan maupun gambar.

Alat bukti yang lain tersebut adalah alat bukti berupa Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan (3) UUITE.

Pasal 1 angka 1 mengenai penegertian atau batasan Informasi Elektronik,
adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elefronik data interchange
(EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang
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telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Pasal 1 angka 4 mengenai pengertian/batasan Informasi Elektronik,
adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data
interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.

Sementara Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan :

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetakanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara

yang beralku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan
sah apabila mengunakan Sistem Elektronik sesuai dengan
ketentuan yang diatur Undang-Undang ini.

Dari ketentuan Ayat (2) dapat diketahui bahwa alat bukti Informasi

Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan
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terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, melainkan sebagai
perluasan dari alat bukti yang ada dalam Pasal 184 tersebut.

Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka
alat bukti Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik sebagai perluasan
alat bukti surat, atau sama kedudukan dan berfungsi sebagai alat bukti surat,
atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka
kedudukan dan berfungsi yang sama dengan alat bukti surat dalam hal
digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti baru.

Jadi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dalam hukum acara
pidana ITE mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti surat, yang
sekaligus sebagai alat bukti pentunjuk. Oleh karena itu pula mempunyai nilai
yang sama dengan alat bukti surat dalam hal untuk membentuk keyakinan
hakim tentang kesalahan terdakwa Pasal 184 KUHAP.

Penjelasan di atas dapat dijadikan gambaran bahwa perkembangan
kejahatan di bidang Teknologi Informasi (cyber crime) akan
berhubungan/berpengaruh terhadap konstruksi asas-asas hukum pidana yang

selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia.

B. Menurut Hukum Islam
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Secara umum kehadiran teknologi internet telah merubah kehidupan
masyarakat dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemanfaatan internet sekarang
sudah tidak lagi menjadi monopoli masyarakat kelas atas, internet sudah
menjamah segala golongan masyarakat baik golongan menengah maupun
masyarakat bawah. Seakan-akan pemanfatan teknologi internet sudah
menjadi gaya hidup (/ifestyle) bagi masyarakat. Dengan adanya kemudahan
yang ditawarkan teknologi internet dalam mengakses berbagai informasi
yang diinginkan. Hal ini muncul permasalahan baru yaitu kejahatan dunia
maya yang lebih kita kenal dengan cyber crime. Dalam menghadapi dampak
kejahatan tersebut, masyarakat Islam harus mengetahui bagaimana analisis
hukum Islam terhadap kejahatan cyber crime tersebut.

Islam adalah agama yang berpedoman hidup atas iman, Islam, dan ihsan
sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-qur’an serta tuntunan Nabi
Muhammad SAW dalam sunnah. Setiap umat yang mengaku Islam
diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Al-qur’an
dan sunnah. Karena itulah seorang muslim senatiasa mempertimbangkan
setiap langkah dan perilaku sesuai dengan akal sehatnya, sehingga dapat
memisahkan antara perbuatan yang dibenarkan (halal) dengan perbuatan
yang dilarang (haram), serta semu akibat dari perbuatannya baik berupa

pahala maupun sanksi hukum di dunia dan akhirat.
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Dalam menentukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum, umat Islam
tidak lepas dari al-Qur’an dan as-Sunnah dalam menyelesaikan suatu
masalah.

Di dalam hukum Islam juga tidak dibenarkan mengambil suatu benda
atau harta orang lain dengan paksaan secara zalim, karena Islam melindungi
hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak
milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seorang
merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam menganggap
segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalih kejahatan
sebagai perbuatan yang batal.' Secara umum dijelaskan dalam firman Allah

Ta'ala Q.s Al-Baqarah: 188.
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Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal

kamu mengetahui".

! Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Jilid IX, Terjemahan Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: PT Al-
Ma’arif,1984), 213
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Dari ayat di atas, jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk memakan
harta yang bukan haknya (haram) misalnya dengan cara memeras orang lain.
Dan tindakan tersebut dianggap sebagai suatu yang membahayakan bagi
hajat orang banyak terutama bagi umat Islam sendiri.

Disamping itu, larangan untuk memerasan sesama muslim dan
didalamnya juga terdapat unsur fitnah. Larangan ini mempunyai alasan
karena setiap orang memiliki jaminan keamanan terutama nama baik yang
tidak boleh dilanggat sebelum tampaknya perbuatan maksiat. Hal ini

dijelaskan dalam Surat Al-Hujuraat ayat: 6.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”
Perbuatan menyebarkan fitnah terutama pada kasus tindak pidana
pemerasan sebenarnya lebih kejam dan lebih hina. Dikarenakan perbutan
tersebut merugikan orang lain, hilangnya rasa hormat dan kepercayaan.
Berdasarkan hak yang dilanggar oleh pelaku, menurut penulis membagi

hukuman ta’zir menjadi dua, yaitu sanksi ta’zir yang berkaitan dengan hak



73

Allah dan sanksi ta’zir yang berkaitan dengan pelanggaran hak manusia.
Sanksi-saksi ta’zir sama dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan (qishahs
dan hudud). Sebagaian ada yang merupakan hak Allah dan sebagaian
merupakan hak manusia. Inilah pembagiannya secara umum.

Selanjutnya ada beberapa contoh pelarangan yang berkaitan dengan hak
Allah dan pelakunya harus dihukum ta’zir, di antaranya perbuatan bid’ah,
pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, perdagangan manusia, berbisnis
narkoba, manipulasi, penghinaan nama baik, pemerasan, riba, dan kesaksian
palsu.

Adapun beberapa contoh pelanggaran yang berkaitan dengan dengan hak
yang dimiliki oleh manusia, contoh dalam kasus pembunuhan semi-sengaja.
Di samping adanya kewajiban pemberian diyat oleh pelaku kepada keluarga
korban, masih terdapat satu sanksi lagi berupa ta’zir untuk memelihara hak
manusia. Demikian pula pemberlakuan hukuman ta’zir dalam masalah
penganiayaan yang tidak mungkin dihukum gishash. Contoh lainnya dapat
terjadi pada percobaan pembunuhan atau kasus penyekapan.

Jarimah dalam pengertian dalam hukum Indonesia adalah peristiwa
tindak pidana, dan setiap perbuatan jarimah harus dihukum sesuai dengan
ketentuan yang sudah diatur demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan
umat. Hukum pidana menurut syariat Islam merupakan bagian yang tidak

dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap muslim di manapun berada. Syariat
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Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, karena
syariat Islam merupakan bagian ibadah kepada Allah SWT dan sebagai
tindakan preventif (pencegahan) agar tidak terjadi tindak pidana serupa.

Fikih Jinayah yang membahas dan mengatur tentang hukum-hukum
syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan
masalah perbuatan yang dilarang jarimah dan hukumannya, dan telah
membagi hukumannya menjadi tiga bagian yakni, jarimah Audud, jarimah
gisas, jarimah takzir. Dikaitkan dengan kasus cyber crime yang berhubungan
dengan tindak pidana pemerasan melalui Internet tersebut merpakan tindak
kejahatan (jarimah takzir).

Pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman jika telah
memenuhi unsur-unsur yang telah menjadi syarat terpenuhinya jarimah, baik
secara umum maupun unsur yang bersifat khusus.

Unsur khusus cyber crime dalam Tindak Pidana Pemerasan melalui

informasi elektronik adalah :
1. Pelaku berakal

2. Usia baligh (Dewasa)

3. Kesengajaan

4. Mengusai dan ;

5. Membuat kerugian orang lain.

Unsur-unsur umum jarimah (peristiwa pidana) :
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1. Unsur Formal Jarimah
2. Unsur Materiil Jarimah

3. Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Kalau dilihat dari sudut letak sifat larangannya (melawan hukum) tindak
pidana ITE (cyber crime) dalam hal ini mendistribusikan informasi
elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman
merupakan bagian dari tindak pidana terhadap kekayaan.

Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat
dipidanakan, atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi
informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung muatan
pemerasan dan/atau pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah
pemerasan dan pengancaman, sementara sarananya dengan memanfaatkan
atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE.

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan
tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari
beberapa segi.

Dari segi berat ringanya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga
bagian lain:

1. Jarimah hudud,

2. Jarimah qgishash dan diat, dan
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3. Jarimah ta’zir.

Cyber crime dalam hal ini tindak pidana pemerasan dan/atau
pengancaman masuk dalam ranah tak’zir bukan termasuk dalam gisash dan
hudud. Keterkaitannya sarana yang digunakan untuk melakukan pemerasan
maupun ancaman, in casu dengan memanfaatkan sarana teknologi ITE.
Karean dipastikan bahwa di jamam Rasullah belum ditemukan kasus seperti
ini dan belum ditemukan teknologi, yang mana teknologi tersebut digunakan
untuk melakukan tindak pidana. Maka dari itu tidak ada satu ayat dari al-
Qur’an maupun Hadis pun yang menyebutkan secara eksplinsit eksistensi
kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman modern sekarang ini.

Dalam had cyber crime dalam tindak pidana tersebut bila ditinjau dari
pandangan hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa kejahatan apa pun
bentuknya, baik konvensional maupun kejahatan yang memanfaatkan
internet atau cyber crime tidak lepas dari hukuman, sebab tindak tersebut telah

merugikan orang lain dan merusak kertertiban umum yang sangat dipelihara oleh

Islam.
Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir.
Pengertian ta’zir menurut bahasa ialah ya’dib atau memberi pelajaran.’

Ta’zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man’i7, artinya menolak dan mencegah.

? Audah, AL-Islam wa Auda una Al-Qanuniyyah, terj. K.H. Firdaus A.N., (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1V,

1984), 36-37.

> Dr. Abdul Aziz ‘Amir, At Ta’zir fi Asy Syari’ah Al Islamiyah, Dar al Fikr Al Araby, cetakan IV, 1969,. 52.
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Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zir itu adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada
ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan
hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukum secara global saja.
Artinya pembuat undang-undang tidak menentapkan hukuman masing-
masing jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman,
dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimahta’zir itu adalah sebagai berikut.

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman
tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan

ada batas maksimal.

2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah hudud dan gishash maka jarimah ta’zir tidak
ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta’zir ini
adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hudud had dan
gishash, yang jumlahnya sangat banyak.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta’zir dan hukumnya
kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan
memelihara kepentingan-kepentingan, serta bisa menghadapi dengan sebaik-

baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.
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Jarimah ta’zir disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya
kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan syara’, seperti riba
yang sebenarnya sudah ditetapkan syara’ (hudud) akan tetapi syarat-syarat
untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum dipenuhi. Misalnya,
pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari
nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.

Dalam penerapan hukuman terkait tindak pidana ITE dengan pemerasan
dan pengancaman terletak pada sarana yang digunakan untuk melakukan
pemerasan maupun pengancaman, antara UU ITE dan Hukum Pidana Islam
memiliki persamaan. Dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zir itu adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada
ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan
hukuman tindak pidana tersebut, ulil amri (hakim) hanya menetapkan
hukuman secara umum (global) tergantung pada tindak pidananya. Artinya
pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing
jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari
yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberatnya (hukuma mati).
Penerapan hukuman tersebut sama halnya dengan yang ada dalam UU ITE.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta’zir itu adalah sebagai berikut.
1. Hukuamannya tidak ditentukan dan tidak terbatas.

2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.
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Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta’zir dan
hukumnnya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur
masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa
menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Sementara itu, dalam hal alat bukti dalam fikih jinayah tersebut hampir
memiliki kesamaan dengan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184
KUHAP. Alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) yaitu:
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
Namun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alat-alat
bukti ditambahkan dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) UU ITE.

Untuk pemberlakuan hukuman, hakim dapat mengambil keputusan
dengan mempertimbangkan Undang-Undang ITE dengan fikih jinayah untuk
menjerat pelaku pemerasan dalam ranah ITE.

Untuk konteks ini, hukum pidana Islam memang tidak aplikatif karena di
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 kecuali di Nanggroe Aceh
Darussalam yang sudah menggunakan al-Qu’an dan Hadis, itu pun dalam
penerapan hukumannya belum maksimal. Sanksi tak’zir memang sudah
dapat diterapkan di Aceh, meskipun hudud dan gisash belum dapat
dilakukan. Sangsi pidana berupa penjara dan denda untuk pelaku tindak

pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan
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pemerasan dan/atau pengancaman, merupakan salah satu upaya hukum yang

memberikan efek jera supaya tidak terulang lagi kasus tersebut.
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